
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2024

IENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMEzuNTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa untuk melaksanakan Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah,
serta mewujudkan penyelenggaraan negara yzrng
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,
perlu upaya pengendalian terhadap penerimaan
maupun pemberian gratifikasi sebagai perwujudan
dari integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Papua Tengah;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Unit Pengendalian
Cratilikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahal Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi
(LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 74O, Tambahan Lembaran
Negara Negara Republik Indonesia Nomor
3A74l. sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO1
tentang Perubahan Atas Undang -Undang
Nornor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberaltasan
Tindak Pidana Korupsi (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nornor 134,
Tambahan Lem baran Negara Republik
Indonesilr Nomor 4 150);

4.Undang-Un dang.... / 2
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O01 Nomor 135,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O11 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara
Republik Indonesai Nomor 5234l., sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ter:tang
Perubahan atas Undang-Undangl2 Tahun
2O7l tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor Tahun 2O22 Nomor
143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 68O 1);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapaka-li terahir dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nortor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67 571;

8.Undang-Undang....... /3
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8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8
tentang Sistem Pengenda-lian Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia) Tahun 2OO8 Nomor 127 , Tarr:bahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
489O);

10. Perattrran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republilk Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6O41);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O19 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63221;

1,2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 TaJrun 2O2l
tentang Disiplin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2 I Nomor 2O2, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 67lal;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l
tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2 1 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);

14. Peraturan Pemerintah Nomor lO7 Tahun 2021
tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi PapuaPenerimaan,
Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O18 tentang
Strategi Nasional Pencengahan Korupsi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O 18 Nomorlo8);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Revormasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2Ol4 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Intergritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instalsi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesai Tahun 2014 Nomor 1813);

1 T.Peraturan Menteri....... /4



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

-4-

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 5
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
tsTl;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahttn
2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Komisi Pemberatasan Korupsi Nomor 2
Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita
Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1438);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :

06117737 ISJ/Tanggal 30 Desember 2014 tentang
Pembentukan Unit Pengendalian Gratilikasi di
lingkungan Pemerintah Daerah ;

MEMUTUSKAN:

Pembentukan Unit Pengendalian Gratilikasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. menerima, menganalisis dan mengadministrasikan
Laporan Penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri,
Penyelenggara Negara atau Pejabat Pubik lainnya;

b. menerima dan mengadministrasikan Laporan
Penolakan Gratifikasi dalam hal Pegawai Negeri
Penyelenggara Negara atau Pejabat Publik lainnya
melaporkan penolakan gratilikasi;

c. meneruskan laporan penerimaan gratilikasi kepada
KPK;

d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara
periodek kepada KPK;

e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan
dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan
pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi
masing-masing;

f.melakukan sosialisasi...... / 5
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f. melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada
pihak internal dan eksternal kepada instansi
pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah;

g. melakukan Pemeliharaan barang gratilikasi sampai
dengan adanya penetapan status barang tersebut dan
melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan
pemberian gratilikasi; dan

h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka
pengendalian gratifikasi.

Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum I(ESATU bertanggung jawab dan wajib
melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubemur.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Januari 2024

H. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

,4W^\_
ELNTY YUSUF LALLO, SH

NtP. 79721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah;
3. Kepala Badan dan Pengelolah Keuangan Aset Daerah;
4. Kepala Baperinda Provinsi Papua Tengah;
5. Masing-masingyang bersangkutan.

KELIMA



SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR :14TAHUN2024

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LUNGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Januari 2024

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELT{Y YUSUF I-ALLO, SH
NrP. L972LO20 2003t2 2 006

NO NAMA DAN JAIIATAN DALAM INSTANSI KEDUDUKAN DALAM
UNIT

1 Pi.Gubernur Papua Tengah Penanggung Jawab
2 Pi.Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Wakil Penanggung Jawab
3 Inspektur Provinsi Papua Tengah Ketua
4 Inspektur Pembatu Khusus (IRBANSUS) Wakil Ketua
.5 Sekretaris

Tengah
Inspektorat Provinsi Papua Sekretaris

6 Inspektur Pembantu Wilayah I Anggota
7 Inspektur Pembantu Wilayah II Anggota
8 Inspektur Pembantu Wilayah III Anggota
9 Inspektur Pembantu wilayah IV Anggota
10. Kepala Sub.Bagian Perencanaan,

Inspektorat Provinsi Papua Tengah
Anggota


